GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG ‘

RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka meiaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah. maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Provinst Papua Barat telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2008 dan diundangkan dalam Lembaran
Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 34;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan Satuan
Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat
guna mencapai dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, maka
perfu ditetapkan rincian tugas dan tata kerja Dinas Kebudayaan
dan Parnwisata;

Y

bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b,
maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;

S~

Mengingat © 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
$ Propinsi Otonom lrian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom
di Propinsi lrian Barat {Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesta Nomor 2807},

2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1988 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1874 teniang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik indonesiaTahun 1888
Nomor 1689, Tambahan Lembaran Republik indonesia Negara
Nomor 3880},



10.

Undang-Undang Nomor 2% Tahun 2001  tentang Otonomi
Khusus bagt Provinst Papua {Lembaran Negara Repubtlik
indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4151}, sebagaimana lelah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teniang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4437} sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844}

. Undang-Undang Nomar 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indaonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4593};

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemernntahan aniara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran WNegara Republik
indonesia Nomor 4737},

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan {embaran Negara Republik
indonesia Nomor 4741},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2(}03
tentang Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi

Papua Barat;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURANMN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN TATA

Da
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KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

fam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan -

Provinsi adalah Provinsi Papua Barat; ‘

Pemenntah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat;

Gubefnur adalah Gubernur Papua Barat,

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.

Rincian tugas adalah sekumpulan pekerjaan terfentu yang diserahkan kepada unit
tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas-batas
kewenangan jabatan yang dimilikinya.

Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demu
tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka
penyelesaian seliap pekerjaan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
FProvinst Papua Barat.

Satuan Kerja adalah perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemerintah
Provins: Papua Baratl.

Unit Kerja adalah bagian dari satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan
tugas tertentu Perangkat Daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan-jabatan yang didasarkan
pada keahlian dan atau keterampilan, yang diperiukan dalam pelaksanaan iugas
unit kerja;

UPTD adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang melaksanakan

sebagian kegiatan teknis operasional danfatau kegiatan teknis penunjang yang
mempunyat wilayah kena satu atau beberapaKabupaten/Kota.

BAB
RINCIAN TUGAS e
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Bagian Kesatu

SUSUNAN ORGANISAS!H

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dar .

a.
b.

Kepala Dinas;
Sekretanat;

[
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c.

o M4 [t

Bédar‘)g Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat:
Bidang Kebudayaan:

Bidang Panwisata:

Bidang Kesenian;

Kelompnok Jabatan Fungsional

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Paragraf 1
KEPALA DINAS

Pasal 3

{1} Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a.
.
&,

m.

i1

(83

menetapkan rencana dan program kerja;

menyusun rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
menyelenggarakan koordinasi  perumusan penetapan kebijakan teknis
penyelenggaraan pemenntahan dan pembangunan di bidang Kebudayaan dan
Pariwisata;

mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan
nstansiflembaga terkait untuk mendapatkan kesamaan persepsi agar terjalin
kerjasama dalam pelaksanaan tugas:

mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat operalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah
ditetapkan,

membina bawahan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya dalam
melaksanakan tugas,;

mengevaluas: hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan
kaner yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian DP3;

melaksanakan pembinaan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata di
wilayah Papua Baral berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan dalam
Peraturan  Perundang-undangan dan kondisi obyekiif daerah untuk
meningkatkan kemajuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

memeriksa, mempebaiki dan menandatangani, menetapkan surat-surat laporan,
iZzin., rekomendas: dan naskah dinas lainnya yang diproses oleh Dinas
Kebudayaan dan Panwisata sesuat dengan wewenang dan tanggungjawabnya;
mengikull rapat, pertemuan, seminar, dengar pendapat dan sidang DPRD
Provinsi Papua Baral untuk memberikan langgapan atau penjelasan mengenai
perkembangan pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
mengajukan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Papua Barat yang
menyangkut kebijaksanaan teknis di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai
dengan permasalahan untuk mendapat keputusan,

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Papua Barat secara
pernodik sebagal bahan pertanggungiawaban:

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



{2} Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seba
membawahkan -

Sekretanat;

Bidang Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat;
Bidang Kebudayaan;

Bidang Pariwisata;

Bidang Kesenian;

Kelompok Jabatan Fungsional:

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

gairnana dimaksud pada ayat {1},

@ e a0 T

Paragraf 2
SEKRETARIAT

Pasal 4
{1} Sekretans mempunyat fungsi menyusun rencana dan program kerja, melakukan
pembma}an ketatausahaan. umum, kepegawaian, keuangan, membagi tugas,
membern petunjuk, mengarahkan, mengendalikan, mengkordinasikan, memeriksa,

memantau. mengevaluas: serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Dhnas Kebudayan dan Pariwisata.

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayatl (1), Sekretars
mempunyai nncian tugas sebagai berikut -

2  menyusun rencana dan program kerja;

b mengumpulkan dan menganalisis data, melaksanakan pembinaan dan
koordinasi kegiatan Sub Bagian di lingkungan Sekretariat agar terjalin
kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian di lingkungan Sekretaraiat sesuai
dengan bidang tugasnya;:

d. member petunjuk dan arahan kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan
Sekretanat;

e. mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sebagai
bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian
DP3:

f. memeriksa dan memberi catatan pada naskah dinas masuk dan memberi paraf
pengaman atas naskah dinas keluar sesuai dengan permasalahannya dan
prosedur yang telah ditelapkan;

g. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

h. memeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan
penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian dan umum untuk
diajukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

. melaksanakan koordinasi dengan unit-unil kera di lingkungan Dinas
Kebudayaan dan Panwisata,;

{. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program keria
dar perencanaan keuangan, kepegawaian dan umum untuk mendapatkan
masukan dalam penyusunan rencana dan program selanjutnya;

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan
Panwisata secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

I melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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{3y Sekretanal sebagammana dimaksud pada ayat {1}, membawahkan :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
b Sub Bagian Keuangan:
¢ Sub Bagian Perencanaan

Paragraf 3
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 5
{1} Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi menyusun kegiatan,
membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi hasil kerja bawahan
dan melakukan koordinasi, mengarahkan surat masuk dan keluar, menyusun jadwal
protokoler, membuat telaahan staf, melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan
barang, mengatur kelancaran tugas operasional, melaksanakan urusan

kepegawaian serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

{21 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menyusun langkah-langkah kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan program Sekretariat yang telah ditetapkan sebagat pedoman kerja;

b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya;

¢. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah
ditetapkan,

d. mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya
membert penilaran DP3;

e. mengarahkan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan permasaiahannya;

f mengonsep surat dan naskah lainnya yang berhubungan dengan urusan umum
dan kepegawaian sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku untuk
diajukan kepada atasan,

g. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

h  menyusun jadwal protokoler pada acara-acara tertentu seperti rapat dinas
kunjungan tamu dan mengkonsultasikan dengan Sekretaris untuk mendapat
persetujuan;

. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang kebutuhan dinas sesuat
dengan data dan peraturan perundang-undangan yan§ berlaku unfuk kelancaran
pelaksanaan kegiatan:

i, melaksanakan urusan umum dan kepegawaian sesuai dengan data dan
peraturan perundang-undangan yang berlakuy;

k  memfasilitasi operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua
Barat sesuai dengan data peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas; o )

! melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris secara periodik sebagat
bahan pertanggungjawaban:

m melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 4
SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasai g

{1} Sub Bagian Keuangan mempunyai fungst menyusun kegiatan kegiatan, membagi
tugas. memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi kerja bawahan dan mengonsep
sural, mengelola anggaran, melakukan verifikast anggaran, memantau, membuat

telaahan staf serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

{2} Untuk '‘melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Sub Bagian
Keuangan mempunyai rnincian tugas sebagai berikut -

3.

b.

|

menyusun langkah-langkah kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
program Sekretariat yang teiah ditelapkan sebagai pedoinan kerjg;

membagi tugas dan membern petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub
Bagian Keuangan sesuat dengan bidang tugasnya;

memeriksa dan mengorekst hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;
mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sebagai
bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian
DP3:

melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata:

mencermati dokumen  permintaan pembayaran sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan dokumen anggaran yang tersedia untuk diajukan kepada atasan;
melaksanakan verifikasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai
dengan data dan ketentuan yang berlaky;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya,
mengonsep surat dan naskah dinas lainnya yang berhubungan dengan
pengelolaan anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk diajukan kepada
atasan,

memantau pelaksanaan pengelolaan anggaran Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata sesuai dengan alokasi dana dan ketentuan yang beriaky;
melaksanakan koordinasi dengan unit terkait untuk menyiapkan dokumen
penggunaan keuangan dinas secara tertib, lengkap dan transparan untuk
menjamin sistem penatausahaan keuangan yang akuntabel,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban:

m. melaksanakan fugas lain yang diberikan oleh atasan,

Paragraf 5
SUR BAGIAN PERENCANAAN

Pasal 7

{11 Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungst menyusun 2angkgh—3apgkah kegiatan
membagi tugas, membern petunjuk, memeriksa, mengevatuas; kerja bawahn dan
mengonsep surat, membuat telaahan staf serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas
kepada sekretaris berdasarkan keteniuan yang berlaku.




{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayal {1}, Sub Bagian
Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

2.

b

w

menyusun langkah-langkah kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan
program Sekretariat yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub
Bagian Perencanaan sesuai bidang tugasnya ;

memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan:
mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan
sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi
peniaian DP3;

melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata;

membuat telaahan staf tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan
program Sub Bagian Perencanaan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk
diajukan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan;

mengonsep surat dan naskah dinas lainnya yang berhubungan dengan Sub
Bagian Perencanaan untuk diajukan kepada atasan:

membuat laporan hasil evaluasi terhadap program kegiatan yang telah
dilaksanakan;

melaporkan hasit pelaksanaan tugas kepada sekretaris secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban:

melaksanakan tugas {ain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6
BIDANG KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasai 8

111 Bidang Kenasama dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi menyusun
rencana dan program Kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan
teknis operasional. memantau, mengendalikan pelaksanaan di bidang Kerjasama
dan Peran Serta Masyarakat serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan ketentuan yang berlaku.

{2} Untuk melaksanakan fungsi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Kerjasama dan Feran Serta Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.
b.

C.

d.

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Seksi di lingkungan Bidang
Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas-kepada Kepala Seksi di
ingkungan Bidang Kenasama dan Peran Serta Masyarakat;

mengevaluasi hasil kerja Kepala Seksi di lingkungan Bidang Kerjasama dan
Peran Serta Masyarakat sebagai bahan pembinaan kaner yang bersangkutan
diantaranya memberi penilaian DP3;

mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan kerjasama dan
peran serta masyarakat dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan
dan Panwisatla, -
melakukan pembinaan teknis operasional kepada Kepala Seksi d&llimgkungan
Bitang Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat berdasarkan keb:}agan yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan program kera Dinas

Kebudayaan dan Panwisata;
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k.

L.

memben pertimbangan teknis pel
kepada atasan,

memantau  dan  mengendalikan  pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
pengembangan kerjasama dan peran serta Kerjasama dan Peran Seria
Masyarakat sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
mengoreksi dan memberi paraf koordinasi atas naskah dinas yang dikelola di
tingkungan Bidang Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat untuk diajukan
kepada atasan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

aksanaan kegialan sesuai bidang tugasnya

{3} Bidang Kerja Sama dan Peran Serla Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

{1

i membawahkan

a Seksit Peningkatan Kerjasama,
b Sekss Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat:

>

Sekst Pembinaan BEven Panwisata.

Paragraf 7
SEKSI PENINGKATAN KERJASAMA

Pasal g

1) Sekss Peningkatan Kerjasama mempunyai fungsi menganalisis dan melaksanakan

pembinaan teknis, penyusunan program, penyiapan pedoman pengembangan
peningkatan kerjasama.

{2y Untuk melaksanakan fungst sebagaimana dimaksud  pada ayat {1}, Seksi
Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut ¢

4.
131

menyusun langkah-langkah kegiatan Seksi Peningkatan Kerjasama berdasarkan
program yang telah ditelapkan sebagai pedoman keria;

melakukan pendataan terhadap potensi dan peningkatan kerjasama sebagai
bahan penyusunan program kerna;

mengolah dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Peningkatan
Kerlasama:

mengkonsultasikan program kerja kepada Kepala Bidang Kerjasama dan Peran
Serta Masyarakat;

memfasilitasi pemberian ijin di bidang peningkatan kerjasama;

menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan
peningkatan kerjasama; S

melaksanakan kegiatan pembinaan peningkatan kerjasama

melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan
peningkatan kerjasama;

memberi telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sasuai bidang {ugasnya;
menyusun petunjuk-petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pengembangan
peningkatan kefasama,

menyusun rencana teknis operasional peningkatan kerjasama; o .
menyiapkan data dan Informasi secara fengkap sebagai bahan'koord;z.wass bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

¥
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{;
f

.

m.omenyusun rencana dan fangkah-langkah pembinaan peningkatan kerjiasama;
n.

membag tuges kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas;
member petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

mentilar prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
kaner diantaranya member penilaian DP3;

memben bimbingan teknis kepada bawahan Seksi Peningkatan Kerjasama;

melakukan kerjasama dengan Seksi Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat
dan Seks: Even Panwisata:

menyusun laporan Sekst berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
perlanggungjawaban pelaksanaan tugas;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Kerjasama dan
Peran Serta Masyarakat secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 8

SEKS! PEMBERDAYAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

{1} Seksi Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi menganalisis dan
melaksanakan pembinaan teknis penyusunan program pembinaan dan
pengeémbangan program Seksi Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat.

{2} Untuk  melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Seksi
Pemberdayaan Peran Serta Masvarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut -

a.
b

menyusun rencana dan program kerja;

menganalisis  data pelaksanaan Kegiatan pembinaan pengembangan
pemberdayaan peran serta masyarakat

melakukan kerja sama dengan instanst terkait dalam rangka pembinaan
pemberdayaan serna serta masyarakat,;

. menyusun rencana keria dan pelaksanaan kegiatan pembinaan pemberdayaan

peran serta masyarakat;

menyiapkan data dan Informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bag
organisasi pemeriniah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan pengembangan
Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat,

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan pemberdayaan peran sera
masyarakat,

membag! tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas;

memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
memberi bimbingan teknis kepada bawahan Seksi Pemberdayaan Peran Serta
Masyarakat,

_melakukan kerjasama dengan Seksi Peningkatan Kerjasama dan Seksi Even

Parnwisata; _ . ‘
menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapat sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; . ‘
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ker;gsama dan
Peran Serta Masyarakat secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 9
SEKSI PEMBINAAN EVEN PARIWISATA

Pasal 11

{1) Seksi Pembinaan Even Panwisata mempunyal fungsi menganalisis dan
melaksanakan pembinaan teknis penyusunan program  pembinaan  dan
pengembangan program Seksi Pembinaan Even Pariwisata.

(]

{2y Untuk  melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Seksi
Pembinaan Even Pariwisata mempunyai rincian fugas sebagai berikut -

a.
b.

O.

o

menyusun rencana dan program kerfja;

menganalisis data pelaksanaan kegialan pembinaan pengembangan pembinaan
even parnwisata;

melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan
pembinaan even panwisata;

menyusun rencana kera dan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembinaan even
parwisata, '

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pemernintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan pengembangan
pembingan even panwisata;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan pembinaan even
panwisata;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas;

memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier dianiaranya memberi penilaian DP3;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
memberi bimbingan teknis kepada bawahan Seksi Pembinaan Even Pariwisatal

_melakukan kerjasama dengan Seksi Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat

Seksi Peningkalan Kerjasama,

menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Kerjasama dan
Peran Serta Masyarakat secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 10
BIDANG KEBUDAYAAN -

Pasal 12

{1} Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi menyusun rencana dar} program Keria,
mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, memantaq,
mengendalikan pelaksanaan di bidang Kebudayaan serta me!aporkan hasil
pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan

ketentuan yang berlaku.
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{2} Untuk melaksanakan fungst sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Bidang

Kebudayaan mempunya: nncian tugas sebagai berikut

a menyusun rencana dan program kerja;

b mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Seksi di lingkungan Bidang
Kebudayaan sesuas dengan bidang tugasnya masing-masing;

¢ memben petunjuk dan arahan kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang
Kebudayaan untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal;

4. mengevaluasi hasit kerja Kepala Seksi di lingkungan Bidang Kebudayaan
sebagat bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi
penifaian DP3;

e. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan kebudayaan
dengan unit-unit kerja di ingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

f. melakukan pembinaan teknis operasional di Bidang Kebudayaan berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan program
kerja Dinas Kebudayaan dan Parnwisata;

g. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

h. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang kebudayaan
sebagat bahan penyusunan rencana dan program kefja;

. mengorekst dan memberi paraf koordinasi atas naskah dinas yang dikelola di
hngkungan Bidang Kebudayaan untuk diajukan kepada atasan;

i melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
a. Seksi Pelestarian Budaya, Permuseuman dan Kepurbakalaan;
b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keragaman Budaya.

Paragraf 11
SEKS! PELESTARIAN BUDAYA, PERMUSEUMAN DAN KEPURBAKALAAN

Pasal 13
Seksi Pelestanan Budaya, Permuseuman dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi
menganahsis dan melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program,
penyiapan pedoman pengembangan Seksi Pelestarian Budaya, Permuseuman dan
Kepurbakalaan.

(2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayal (1}, Seksi

Pelestarian Budaya, Permuseuman dan Kepurbakalaanemempunyai rincian tugas

sebagat benkut .

a. menyusun rencana dan program kerja;

b. menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan
pelestarian budaya, permuseuman dan kepurbakalaan;

c. melaksanakan kegiatan pembinaan pelestarian budaya, permuseuman dan
ke'purbakaiaan; .

d. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan
pelestarian budaya, permuseuman dan kepurbakaiaan;. ‘

e menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan pelestanan budaya,
permuseuman dan kepurbakalaan;



menyi;pkgn data dan informast secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi

organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pengembangan bidang pelestarian budaya, permuseuman dan kepurbakalaan;

h. menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan pelestarian budaya, !
permuseuman dan kepurbakalaan;

i memberi petunjuk kepada bawahan uniuk kelancaran pelaksanaan tugas;

;. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

k. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuat bidang tugasnys;

. memberi bimbingan teknis kepada bawahan Seksi Pelestarian Budaya,
Permuseuman dan Kepurbakalaan ;

m. melakukan kerjasama dengan Seksi Pembinaan dan Pengembangan
Keragaman Budaya;

n. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasd yang telah dicapal sebagai
pertanggungiawaban pelaksanaan tugas,

o. melaksanakan tugas {ain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 12
SEKS!I PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA

Pasal 14
{1y Seks: Pembinaan dan Pengembangan Keragaman Budaya mempunyai fungsi
menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis penyusunan program

pembinaan dan pengembangan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keragaman
Budaya.

{2y Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Pembinaan dan Pengembangan Keragaman Budaya mempunyai rincian tugas
sebagat bertkut
a. menyusun rencana dan program kerja;

b. menyusun rencana sarana dan prasarana pembinaan dan pengembangan

keragaman budaya.

¢. menganalisis data pelaksanaan Kegiatan pembinaan dan pengembangan

keragaman budaya.

4. memiasilitasi pemberian ijin  pembinaan dan pengembangan keragaman

budaya;

e. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan keragaman budaya;
melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan
pengembangan keragaman budaya; s
menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
pengembangan keragaman budaya; . . '
h. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koord;r}asx bagt

organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyat program kgr}a terkait; '

i menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pembinaan
dan pengembangan keragaman budaya,

. menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan dan pengembangan
keragaman budaya:

k. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi penilaian DP3;

ey
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m. membuat telaahan staf untuk diajukan
n.

{1

o

A aah; . ‘epada atasan sesuaj bidang tugasnysa;
membert  bimbingan teknis kepada bawahan Seksi Pembinaan dan
Pengembangan Keragaman Budaya;

metakukan kerjasama dengan Seksi Pelestarian Budaya, Permuseuman dan
Kepurbakalaan,

menyusun faporan  Sekst berdasarkan hasil yang telah dicapat sebagati
pertanggungjawaban pelaksanaan ugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 13
BIDANG PARIWISATA

Pasal 15

Bidang Panwisata mempunyai fungsi menyusun rencana dan program Kkerja,

mengkoocd‘inasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, memantau,
mengendalikan pelaksanaan di bidang Pariwisala serta melaporkan hasil

peiak§anaan tugas kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan
ketentuan yang beriaku.

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Bidang
Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a.
b.

M

K.

3

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Seksi di lingkungan Bidang
Panwisata sesuai dengan bidang tugasaya masing-masing;

membert petunjuk dan arahan kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang
Parnwisata untuk mempercieh hasi kerjasama maksimal;

mengevaluass hasil kerja Kepala Seksi di ingkungan Bidang Pariwisata sebagat
bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penialian
DP3

mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan panwisata dengan
unit-unit kerja di ingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

melakukan pembinaan  iteknis operasional pengembangan pariwisata
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
dan program kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata:

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang Pariwisata
sebagai bahan penyusunan rencana dan program kera;

mengkoordinasikan dengan Dinas terkait dalam rangka pengembangan
panwisata; ' ) _
mengoreksi dan memberi paraf koordinasi atas nask&h dinas yang dikelota di
lingkungan Bidang Pariwisata untuk diajukan kepada atasan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

{31 Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :

a.
b.

Seksi Pemasaran. Promosi dan Usaha Sarana Jasa Pariwisata,
Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata.



Paragraf 14

SEKSI PEMASARAN, PROMOSI DAN USAHA SARANA JASA PARIWISATA
{
Pasal 16
{1} Seksi Pemasaran, Promosi dan Usaha Sarana Jasa Pariwisata mempunyai fungsi
menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program,

penyiapan pedoman pengembangan Seksi Pemasaran, Promosi dan Usaha Sarana
Jasa Panwisata.

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pemasaran, Promosi dan Usaha Sarana Jasa Pariwisata mempunyai rincian
tugas sebagat berikut
a. menyusun rencana dan program kera;

b. melaksanakan kegiatan pembinaan pemasaran, prornosi dan usaha sarana jasa
parnwisata.

c. menganalisis data pelaksanaan pemasaran, promosi dan usaha sarana jasa
pariwisata;

d melakukan kerja sama dengan instanst terkait dalam rangka pemasaran,
promost dan usaha sarana jasa pariwisata ;

e  menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pembinaan pemasaran,
promosi dan usaha sarana jasa pariwisala,

f  menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

g. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

h. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pengembangan pemasaran, promosi dan usaha sarana jasa pariwisata;

i, menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan pemasaran, promosi dan
uysaha sarana jasa parnwisala;

1 memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

k. menilal prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

{ melakukan kerjasama dengan Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik
Wisata; )

m. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 15

A

SEKSI PENGEMBANGAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 17
{1y Seks) Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyat fungsi
menganalisis  dan melaksanakan pembinaan teknis penyusunan program,
peny\;apan pedoman pengembangan Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik

Wisata
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{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Seksi

Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai rincian tugas sebagai
bernkut

a.
b.

C

d

1

menyusun rencana dan program kerja;

menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan obyek dan
daya tank wasala,

melaksanakan kegialan pembinaan pengembangan obyek dan daya tarik
wisaia.

melakukan kena sama dengan instansy lerkant dalamm rangka pembinaan
pengembangan obyek dan daya larik wisata;

menyusun rencana kKera dan pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan
obyek dan daya tark wisata:

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program keria terkait;
menyusun pedoman dan petunjuk ieknis penyelenggaraan kegiatan
pengembangan obyek dan daya tarik wisata;

membagi tugas kepada bawahan sesuat dengan uraian tugas;

menilal prestas: kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya membert penilaian DP3;

memberi bimbingan teknis kepada Seksi Pengembangan Obyek dan Daya
Tarnk Wisata,

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya,
melakukan kenasama dengan Seksi Pemasaran, Promosi dan Usaha Sarana
Jasa Panwisata;

- menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 16
BIDANG KESENIAN

Pasal 18

(1) Bidang Keseman mempunyat fungsi menyusun rencana dan program kerja,
mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, memantau,
mengendatikan pelaksanaan tugas di bidang Kesenian serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan

ketentuan yang berlaku.

{71 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesenian

=

mempunyat nncian tugas sebagai berikut =

3.
b.

C.

menyusun rencana dan program kerja; o .
mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Seifsi di tingkungan Bidang
Kesenian sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, ‘
memberi petunjuk dan arahan kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang
Kesenian untuk memperoleh hasil kerjasama maksimal; ' ' .
mengevaluasi hasi kerja Kepala Seksi di lingkungan Bzdang Kesentan sebagai
bahan pembinaan karner yang bersangkutan diantaranya penilaian DP~3:
mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengemb_ar}gan Kesenian dengan
unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
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&

d.

memantau dan mengendalikan pelaksanaan Kegiatan di Bidang kesenian
sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesua bidang tugasnys;
mengoreksi dan memberi paraf koordinasi atas naskah dinas yang dikelola di
lingkungan Bidang Kesenian untuk diajukan kepada atasan;

melaporkan hasit pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

{3} Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, membawahkan -

a.
b.

Seksi Pelestarian Kesenian Daerah;
Seksi Kreasi Seni.

Paragraf 17
SEKS! PELESTARIAN KESENIAN DAERAH

Pasal 19

{1} Sekst Pelestarian Kesenian Daerah mempunyail  fungsi menganalisis dan

melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program, penyiapan pedoman
pengembangan Seksi Pelestarian Kesenian Daerah

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pelestarian Kesenian Daerah mempunyat rincian tugas sebagai berikut :

a.
b.

c.
d.

~

s

I

menyusun rencana dan program kerja;

menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan
pelestarian kesenian daerah;

melaksanakan kegiatan pembinaan pelestarian kesenian daerah;

menyusun rencana kera dan pelaksanaan kegiatan pembinaan pelestarian
kesenian daerah;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
menyusun pedoman dan petunjuk leknis penyelenggaraan kegiatan
pengembangan pelestarian kesenian daerah;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya,
membagt tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas;

memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karnier diantaranya memberi penilaian DP3; e

melakukan kerjasama dengan Seksi Kreasi Seni, . »
menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 18
SEKSI KREASI SENI

Pasal 20

{1} Seksi Kreasi Seni mempunyai fungsi menganalisis dan melaksanakan pembinaan

teknis penyusunan program, penyiapan pedoman pengembangan Seksi Kreasi
Seni

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kreasi
Seni mempunyai rnincian tugas sebagai berikut ¢

a.
b.

C

d.

O,

menyusun rencana dan program kerja;

menganalisis data pelaksanaan kegiatan kreasi seni;

metaksanakan kegiatan kreasi seni;

ﬂ;eiakukan kera sama dengan instans: terkait dalam rangka pembinaan kreasi
selni;

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Seksi Kreasi Seni;
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pemernintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkaif;
menyusun pedoman dan pstunjuk leknis penyelanggaraan kegiatan kreasi seni;
menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan pengembangan kreasi
sent,

membagt tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas,

memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karner diantaranya memberi penilaian DP3;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

. melakukan kerjasama dengan Seksi Pelestarian Kesenian Daerah,

menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagat
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Kedua
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

{11 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas men_}b_antu pimgingn dan
melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua
Barat sesuai dengan keahlian yang dimilikinya perdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

-~

{2} Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub’ Kelompok sesuai dengan
" kebutuhan dan keahliannya masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior.

{3) Kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana d'tmaksud pada ayat (2), Pasal ini
" ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kega.



BAB i
TATAKERJA

Pasal 22
{1} Dinas Kebudayaan dan Pariwiswata Provinsi Papua Barat wajib memiliki rencana

strgziegis da_n rencana opersaional yang terintegrasi secara sinergis dengan rencana
unit kerja lainnya.

{2} Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat {1} harus berpedoman kepada
Rencana Strategis Daerah dan  bersifat  transparan, partisipatif serta
mempertimbangkan keterbatasan sumber daya.

{3} Setiap ur}ii kena di ingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi papua
Barat wajib membuat rencana kerja yang mengacu pada rencana Dinas.

Pasal 23
{1} Setiap p@mpinan unit  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat
berkewajiban mendistribusikan pekerjaannya kepada bawahan secara proporsional.

{<} Setiap bawahan wajib melaksanakan pekerjaan yang diterimanya dengan penuh
tanggung jawab.

Pasal 24

{1) Secara periodik, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat
dan atau punpinan uny kerja di ingkungan Dinas dapat mengadakan rapat dalam
rangka mengkomunikasikan pelaksanaan kerja kepada bawahannya.

{2} Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Papua Barat bertanggungjawab memimpin, rmembimbing, mengarahkan,
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.

{3y Datam rangka menjamin kelancaran {ugas, setiap bawahan dapat memberikan
saran pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 25

Kepala Dinas dan atau pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan_dan
Panwisata Provinsi Papua Barat dapat mengadakan hubungan kerja secara fungsional
dengan satuan kerja, unit dan instansi terkait. ~

Pasal 26
Secara hierarkis, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinst Papua Barat wajib menyampaikan laporan tepat pada waktunya
sesuai dengan bidang tugasnya kepada atasannya.

Pasal 27
Kepala Dinas Kebudayaan dan Panwisata Provinsi Papua Barat bertanggung jawab

kepada G‘ubemw melalui Sekretarnis Daerah.
{9

P



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Peraturan Gubernur it mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar seliap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur

int dengan penempatannya dalam Berila Daerah Provinst Papua Barat.

Ditetapkan di Manockwan
pada tanggal 16 Maret 2008

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAPITTD

ABRAHAM O. ATURURI
Diwndangkan di Manockwari
pada tanggal 17 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINS] PAPUA BARAT,
CAP/TTD
GEORGE CELCIUS AUPARAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 91

Untuk salinan yang sah sesuat aslinya.

a.n. SEKRETARIS DAERAL PROVINS! PAPUA BARAT
KEPALA BIRO:HI/KUM DAN ORGANISASI,

AL A. RAZAK, SH
PEMBINA TK. {
NiP. 640 011 159

Satnan Peraturan ns disampaikan kepada Yih
tdenten Dalam Negen di Jakada
Menten Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta,

Ketua DPRD Provins: Papua Baral -
4 Para Kepala Perangkat Daerah doingkungan Pemerintah Provinst Papua Barat
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